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Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang 

Jaringan dan Informasi Hukuman Komisi Pemilihan 

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 799); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6863); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2023 Nomor 377); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); dan 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 

2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih 

Berkelanjutaan. 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN 

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026. 

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih 

Berkelanjutan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Bengkalis Tahun 2026. 

KEDUA : Tim Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas: 

a. Menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB; 

b. Menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB; 

c. Melakukan koordinasi dengan instansi lain diwilayah 

Kabupaten Bengkalis; 

d. melakukan rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten 

Bengkalis; 

jdih.kpu.go.id/riau/bengkalis



jdih.kpu.go.id/riau/bengkalis



jdih.kpu.go.id/riau/bengkalis


